
 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui batasan kewenangan kepala desa dalam mengelola 

aset desa berupa tanah kas desa. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ini adalah 

yuridis normatif yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma di dalam hukum 

positif untuk mengangkat, membahas, dan menguraikan isu hukum yang diangkat. Tanah kas 

desa merupakan bagian dari aset desa yang merupakan barang asli yang dimiliki oleh desa. 

Pengelolaan tanah kas desa sebagai aset desa merupakan kewenangan dari kepala desa 

sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa. 

Pengelolaan tanah kas desa ini dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan 

pendapatan desa. Dalam pengelolaan tanah kas desa harus berdasarkan pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset 

Desa.  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted to determine the limits of the village head's authority in 

managing village assets in the form of village treasury land. In this study, the method used is 

normative juridical which applies to the application of rules or norms in positive law to raise, 

discuss, and describe the legal issues raised. Village treasury land is part of village assets 

which are original items owned by the village. The management of village treasury land as a 

village asset is the authority of the village head as the holder of power in managing village 

assets in the form of village treasury land. Village treasury land management is discussed by 

the village head together with the Village Consultative Body (BPD) to improve the welfare of 

the village community and increase village income. In managing village treasury land, it must 

be based on Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 

01 of 2016 concerning Management of Village Assets. 
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